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Abstract 
The application of crowdsourcing in e-government has developed into a strategy to increase 
public participation, transparency and service efficiency. This research aims to systematically 
examine activities, processes and technology in government crowdsourcing systems. Twelve 
selected scientific articles published in the last five years were evaluated using the literature 
review method. Studies show that crowdsourcing helps gather public input, solve problems, and 
create policies. An effective process involves discussion of different ideas and participation in 
the government's decision-making process. Technologies such as artificial intelligence and 
blockchain increase the reliability, security and transparency of systems. This study provides a 
concept map of the use of crowdsourcing in e-government and emphasizes how important it is 
to create systems that are participatory and adaptive to technological developments. 
Keywords: Crowdsourcing; E-Government; Participation; Artificial Intelligence; Blockchain 

 
Abstrak 

Penerapan crowdsourcing dalam e-government telah berkembang menjadi strategi untuk 
meningkatkan partisipasi publik, transparansi, dan efisiensi layanan. Penelitian ini bertujuan 
mengkaji secara sistematis aktivitas, proses, dan teknologi dalam sistem crowdsourcing 
pemerintahan. Dua belas artikel ilmiah terpilih yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir 
dievaluasi dengan menggunakan metode tinjauan literatur. Kajian menunjukkan bahwa 
crowdsourcing membantu mengumpulkan masukan publik, memecahkan masalah, dan 
membuat kebijakan. Proses yang efektif melibatkan diskusi tentang ide-ide yang berbeda dan 
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Teknologi seperti kecerdasan 
buatan dan blockchain meningkatkan keandalan, keamanan, dan transparansi sistem. Studi ini 
memberikan peta konsep tentang penggunaan crowdsourcing dalam e-government dan 
menekankan betapa pentingnya membuat sistem yang partisipatif dan adaptif terhadap 
perkembangan teknologi. 
Kata kunci: Crowdsourcing; E-Government; Partisipasi; Artificial Intelligence; Blockchain 
 
1. Pendahuluan 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara pemerintah dalam 
melibatkan masyarakat. Strategi crowdsourcing sebagai bagian dari mekanisme e-partisipasi 
adalah salah satu contohnya. Crowdsourcing menawarkan cara baru bagi pemerintah untuk 
berinteraksi dengan warganya, terutama dalam hal meningkatkan pelayanan publik dan 
pengambilan keputusan. Pemerintah dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat 
secara lebih cepat dan relevan melalui proses pengumpulan ide, informasi, dan solusi dari 
kelompok masyarakat yang luas, biasanya melalui platform digital [1]. Crowdsourcing juga 
dianggap dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi hambatan birokrasi 
dan mempercepat proses administrasi [2]. Selain itu, metode ini dapat digunakan sebagai alat 
strategis untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan dan 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama yang lebih inklusif [3]. Berbagai 
kerangka kerja telah dibuat untuk membantu pemerintah merancang dan menerapkan inisiatif 
crowdsourcing secara sistematis, menekankan bahwa metodologi standar dan mekanisme tata 
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kelola yang jelas diperlukan untuk inisiatif crowdsourcing yang berkelanjutan dan berdampak 
besar [4].  

 Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa crowdsourcing memiliki potensi besar 
untuk meningkatkan partisipasi publik dan tata kelola kolaboratif dalam e-government. Namun, 
masih ada banyak perbedaan yang belum dijelaskan secara menyeluruh. Salah satu masalah 
utama adalah tidak adanya keseragaman dalam cara crowdsourcing digunakan di sektor 
pemerintahan. Ini membuat sulit untuk membandingkan seberapa efektif berbagai inisiatif. 
Selain itu, pengelolaan masukan warga seringkali terjadi secara spontan dan tidak tercatat, 
yang menyebabkan integrasi hasil partisipasi publik ke dalam kebijakan sering gagal. Terdapat 
variasi besar dalam bagaimana platform crowdsourcing dirancang dan dapat digunakan, tetapi 
tidak banyak penelitian yang menyelidiki bagaimana fitur teknologi tersebut memengaruhi 
partisipasi masyarakat dan hasil kebijakan. Kerangka kerja untuk implementasi lokal telah 
diusulkan oleh beberapa penelitian, tetapi sebagian besar penelitian hanya berfokus pada 
aspek normatif dan tidak memeriksa secara empiris hubungan antara tindakan, proses 
pengolahan data partisipatif, dan teknologi pendukung yang digunakan [5]. [6]. [7]. Oleh karena 
itu, dibutuhkan tinjauan literatur yang lebih sistematis dan mendalam untuk mengidentifikasi 
komponen penting dari sistem crowdsourcing pemerintahan. Bagian-bagian ini mencakup 
aspek aktivitas, proses, dan teknologi. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar konseptual 
yang kuat untuk membangun sistem e-government yang lebih berpartisipasi dan efisie. 

Sistem e-government yang didukung oleh pendekatan crowdsourcing tampaknya 
memiliki potensi besar untuk mempercepat layanan publik, mengurangi birokrasi, dan 
meningkatkan partisipasi warga secara signifikan [2], [8]. Hal ini ditunjukkan oleh banyak 
penelitian sebelumnya. Namun, untuk memaksimalkan peluang tersebut, diperlukan 
pemahaman yang lebih mendalam tentang cara-cara di mana teknologi crowdsourcing, inisiatif, 
dan proses digunakan secara efektif dalam konteks pemerintahan digital. Oleh karena itu, 
tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan komponen utama 
sistem crowdsourcing dalam e-government. Studi ini berkonsentrasi pada tiga dimensi utama 
yang telah diusulkan oleh peneliti sebelumnya: (1) aktivitas partisipasi warga dan pemerintah, 
(2) proses pengelolaan dan integrasi masukan publik ke dalam pengambilan keputusan, dan (3) 
teknologi pendukung yang digunakan [9], [10], [11]. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kerangka konseptual yang solid untuk memahami sistem crowdsourcing di sektor publik dan 
menjadi dasar untuk membangun inisiatif e-government yang lebih responsif, jujur, dan terbuka. 

Studi ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian utama: (1) Apa 
aktivitas yang dilakukan dalam sistem crowdsourcing? (2) Bagaimana proses pengelolaan dan 
integrasi masukan publik dilakukan? (3) Teknologi apa yang mendukung crowdsourcing dalam 
e-government? Memahami sistem crowdsourcing yang digunakan di sektor pemerintahan, 
terutama dalam hal partisipasi digital, penting untuk menjawab pertanyaan ini. 

Studi ini memberikan kontribusi dalam bentuk sintesis pengetahuan yang terstruktur 
mengenai komponen penting dari sistem crowdsourcing pemerintahan melalui pendekatan 
tinjauan literatur. Studi ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman peneliti dan praktisi 
tentang latar belakang penelitian saat ini, tetapi juga akan memberikan garis besar yang jelas 
tentang bagaimana membuat sistem e-government yang lebih efisien, transparan, dan berbasis 
partisipasi warga. Selain itu, diharapkan bahwa temuan ini akan berfungsi sebagai pijakan awal 
untuk mengembangkan kerangka kerja atau model implementasi yang dapat diterapkan oleh 
pemerintah dalam merencanakan inisiatif crowdsourcing. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Crowdsourcing dalam Pemerintahan atau Publik 

Penelitian yang di lakukan oleh [12] melakukan systematic literature review (SLR) 
terhadap 1.590 artikel dari tahun 2010 hingga 2023 untuk memilih 24 penelitian yang relevan 
tentang penggunaan crowdsourcing di kantor ombudsman kota. Metodologi ini mengikuti 
protokol PRISMA, yang terdiri dari lima tahapan penilaian. Metodologi ini mengidentifikasi best 
practices dan menunjukkan masalah seperti ketimpangan digital dan resistensi institusional. 
Selain itu, peneliti menekankan bahwa lebih banyak masukan dan keluhan dikumpulkan melalui 
crowdsourcing daripada pengambilan keputusan kebijakan. 

 Penelitian yang di lakukan [13] menyusun katalog sistematis atas 32 platform 
crowdsourcing perkotaan global, menggunakan PRISMA untuk mengidentifikasi literatur terkait 
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urban crowdsourcing yang fokus pada data gathering melalui platform digital. Analisis 
mencakup lokasi geografis, fungsi publik, serta bias inklusivitas digital dalam smart cities.  

Penelitan yang di lakukan oleh [14] melakukan SLR terhadap penerapan crowdsourcing 
dalam komunitas informasi di Indonesia. Mereka menggunakan pendekatan kualitatif sebanyak 
enam tahap review: pemetaan (scoping), pencarian komprehensif, penilaian kualitas, ekstraksi 
data, sintesis, dan penulisan narasi dari 30 literatur relevan. Temuannya mencakup manfaat 
crowdsourcing dalam akses publik, ruang diskusi, dan konten komunitas digital.  

Penelitian yang di lakukan [15] menuliskan SLR yang menggunakan teknik text mining 
terhadap 106 studi crowdsourcing untuk memetakan tema utama seperti performa organisasi, 
inovasi, operasional, dan motivasi. Review ini memadukan analisis kuantitatif berbasis teks 
dengan sintesis konseptual untuk membantu pemahaman operasional crowdsourcing lintas 
sektor. 

Penelitian yang dilakukan oleh [16] melakukan SLR untuk crowdsourcing dalam 
konteks penegakan hukum (law enforcement) dengan pendekatan morfologis, memetakan 
delapan elemen desain crowdsourcing seperti crowd, task, teknologi, reward, proses partisipatif, 
dan open call. Review ini menyusun kerangka konseptual untuk inisiatif crowdsourcing 
keamanan publik. 

Dengan mengejar celah ilmiah yang belum didalami oleh penelitian sebelumnya, 
penelitian ini menempati posisi state of the art dengan mengurai secara sistematis tiga dimensi 
utama crowdsourcing pemerintahan: aktivitas warga, proses integratif, dan teknologi 
pendukung. Berbeda dengan SLR sebelumnya yang lebih berfokus pada sektor (ombudsman, 
platform kota, komunitas informasi), penelitian kami akan meninjau literatur secara menyeluruh 
tentang konteks e-government. Hal ini akan membantu dalam menemukan hubungan antara 
berbagai jenis aktivitas crowdsourcing, tata kelola proses partisipatif, dan penggunaan teknologi 
seperti AI, blockchain, crowdmapping, dan voting massal dalam membentuk sistem yang 
inklusif, holistik, dan berdampak kebijakan nyata. 
 
3. Metodologi 

Proses tinjauan literatur dimulai dengan mendefinisikan pertanyaan penelitian yang 
jelas dan terfokus, yang menjadi landasan dalam seluruh tahapan tinjauan. Langkah awal ini 
sangat krusial karena menentukan ruang lingkup, arah, serta batasan dari pencarian literatur 
yang akan dilakukan [17]. Tinjauan literatur tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan 
informasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi, meringkas, meninjau secara kritis, dan 
menghubungkan pemikiran dari penelitian sebelumnya guna membangun pemahaman yang 
lebih menyeluruh dan terpadu tentang topik yang sedang dikaji [18]. 

 
3.1 Strategi Pencarian Literatur 

Pencarian komprehensif terhadap database yang relevan untuk mengidentifikasi 
seluruh studi yang berpotensi memberikan kontribusi pada pemahaman topik yang ditinjau. 
Pencarian ini menggunakan software publish or perish dengan fokus database di google 
scholar. Proses pencarian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci dan 
strategi penyaringan lainnya agar cakupan pencarian mencakup sebanyak mungkin sumber 
terpercaya dan ilmiah [19]. Tahap ini dirancang untuk menghindari bias seleksi serta 
memastikan bahwa literatur yang dikaji mencerminkan keadaan pengetahuan terkini secara 
objektif yang di jelaskan pada Gambar 1. 

Selanjutnya, pada proses pencarian awal literatur kami menggunakan keyword : 
“Crowdsourcing” OR “public participation” AND “Government”. Hasilnya kami menemukan 200 
artikel dalam rentang waktu 5 tahun terakhir antara 2020-2025. Kemudian artikel tersebut di 
identifikasi untuk memilih studi yang paling relevan dan sesuai dengan fokus pertanyaan 
penelitian, serta mengecualikan literatur yang tidak memenuhi standar metodologis atau tidak 
berkontribusi signifikan terhadap analisis [20]. Kriteria ini dapat mencakup rentang tahun 
publikasi, jenis dokumen, metodologi penelitian, konteks geografis, hingga kualitas jurnal yang 
dipublikasikan. Hasilnya kami mendapatkan 12 artikel yang sesuai dengan fokus pertanyaan 
penelitian. 
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           Gambar 1 Alur Proses Tinjauan Literatur 

3.2 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan thematic 

Analysis secara manual terhadap artikel utama yang telah diseleksi berdasarkan kriteria dan 
fokus pada tahap sebelumnya. Proses thematic analysis ini mengikuti tahapan yang diadaptasi 
dari [21], yang terdiri dari enam langkah, yaitu: (1) familiarization with the data, yaitu membaca 
secara berulang artikel yang telah dipilih untuk memahami isi secara menyeluruh; (2) 
generating initial codes, yaitu melakukan pengkodean awal secara manual untuk menandai 
informasi penting yang relevan dengan fokus studi, khususnya terkait aktivitas, proses, dan 
teknologi dalam sistem crowdsourcing pemerintahan; (3) searching for themes, yaitu 
mengelompokkan kode-kode yang serupa ke dalam tema-tema awal; (4) reviewing themes, 
yakni melakukan evaluasi dan konsolidasi tema untuk memastikan keterkaitannya dengan 
keseluruhan data; (5) defining and naming themes, yaitu mendefinisikan karakteristik masing-
masing tema secara konseptual; dan (6) producing the report, yakni menyusun narasi dan 
interpretasi hasil dalam bentuk temuan utama studi. Seluruh proses pengkodean dan 
pengelompokan tema dilakukan secara manual menggunakan bantuan tabel matriks dalam 
Microsoft Excel. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 Berikut Tabel 1 dibawah ini merupakan hasil dari literatur sebanyak 12 artikel yang 
telah melalui tahapan seleksi berdasarkan kriteria yang telah kami jelaskan di bagian 
sebelumnya. Kami mengelompokkan temuan berdasarkan tahun dan kode artikel untuk 
memudahkan tahapan selanjutnya dalam memetakan hasil temuan yang fokus pada aktivitas, 
proses dan teknologi pada sistem crowdsourcing. Berdasarkan temuan kami, literatur yang 
fokus pada penerapan crowdsourcing di government paling banyak di tahun 2024 sebanyak 5 
artikel. 
 

Tabel 1 Hasil Temuan Literatur 

Artikel Sumber Artikel Tahun Publikasi 

[4], [22], [23] , [24], [25] A1,A2,A3,A4, A5 2024 

[26], [27], [28] A6, A7,A8 2023 

[29], [30] A9, A10 2022 

[31] A11 2021 

[32] A12 2020 
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4.1. Generating Initial Codes 
Pada tahap ini, dilakukan proses pengkodean awal terhadap 12 artikel ilmiah yang telah 

dibahas sebelumnya. Setiap artikel diperiksa secara menyeluruh menggunakan metode 
membaca berulang (close reading) untuk menemukan unit informasi yang relevan dengan topik 
penelitian, yaitu aktivitas, proses, dan teknologi yang terlibat dalam sistem crowdsourcing dalam 
konteks e-government. Pengkodean dilakukan secara manual dengan mencatat bagian 
informasi penting, termasuk narasi konsep, temuan, dan struktur, yang dianggap merupakan 
representasi dari tiga komponen utama penelitian, dapat dilihat di Tabel 2Tabel 2 Hasil 
pengkodean awal. Kode tertentu diberikan kepada informasi yang memiliki makna atau orientasi 
konseptual yang sama. Misalnya, informasi yang berkaitan dengan keterlibatan warga dalam 
tahap inisiasi kebijakan dikodekan sebagai aktivitas partisipasi awal. Di sisi lain, informasi yang 
berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti platform digital atau sistem blockchain 
dikodekan sebagai teknologi yang mendukung crowdsourcing. 

Kode-kode tersebut kemudian menjadi dasar untuk proses analisis selanjutnya, yaitu 
pengelompokan dan pengembangan tema-tema utama (searching for themes) yang 
merefleksikan hubungan antar konsep dalam literatur yang dikaji. 
 

Tabel 2 Hasil pengkodean awal 

Kode Awal Kategori Fokus Sumber Artikel 

Pengumpulan Ide Terbuka Aktivitas A4, A7 

• Penyelesaian masalah 

• Kualitas pemerintah 

Aktivitas A10 

• Pengembangan kerangka peraturan, 

• Pengukuran kinerja 

Aktivitas A11 

• Menentukan target dan ruang lingkup 
pengguna 

• Penyaringan ide 

Proses A8, A12, A7 

Umpan Balik Proses A1, A2 

Penggunaan Blockchain Teknologi A4, A9 

Penggunaan Artificial Intelligence Teknologi A3, A6,  

Penggunaan E-Participation Teknologi A5 

 
4.2. Searching for Themes & Reviewing Themes & Naming Themes 
 Pada tahap ini, dilakukan pengelompokan kode-kode awal yang saling terkait ke dalam 
tema-tema utama atau fokus penelitian secara konseptual. Berikut Tabel 3 yang 
menggambarkan hasil identifikasi tema berdasarkan kode awal. Proses ini melibatkan: 

• Pengelompokan kode-kode awal yang saling terkait secara konseptual. 

• Penentuan label tema yang mencerminkan kontribusi substansial terhadap pemahaman 
sistem crowdsourcing e-government. 

 
Tabel 3 Pengelompokan Tema 

Tema Kode Awal Terkait Deskripsi Tema 

Aktivitas 
Partisipatif 

• Pengumpulan Ide 
Terbuka 

• Penyelesaian 
masalah 

• Kualitas pemerintah 

• Pengembangan 
kerangka peraturan, 

• Pengukuran kinerja 

Mencakup aktivitas yang melibatkan warga 
secara langsung dalam kontribusi gagasan dan 
isu local serta membantu pemerintah dalam 
penyelesaian masalah sosial dan ekonomi  
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Tema Kode Awal Terkait Deskripsi Tema 

Proses 
Pengolahan 
Masukan 

• Menentukan target 
dan ruang lingkup 
pengguna 

• Umpan Balik 

Menggambarkan tahapan operasional dalam 
menangani, memilah, dan memasukkan ide 
warga ke sistem 

Teknologi 
Pendukung 

• Blockchain 

• Artificial Intelligence 

• E-Participation 

Meliputi perangkat atau sistem teknologi yang 
memungkinkan crowdsourcing berlangsung 
secara digital dan efisien 

 
4.3. Producing the Report 

Tahap akhir dari analisis tematik adalah producing the report, yang berarti menulis hasil 
penelitian berdasarkan tema-tema utama yang telah ditentukan. Dalam kasus ini, penulisan 
hasil dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan memberikan deskripsi sistematis 
dari tema-tema yang telah diidentifikasi, disertai dengan kutipan atau ringkasan isi dari 
penelitian. 
 
4.3.1. Aktivitas (Pertanyaan Penelitian 1) 

Sistem crowdsourcing dalam e-government dapat secara signifikan meningkatkan 
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan teknologi untuk 
melibatkan warga secara lebih efektif. Sistem ini menyediakan platform bagi warga negara 
untuk menyumbangkan wawasan, ide, dan umpan balik mereka tentang berbagai masalah 
kebijakan, sehingga mendorong proses yang lebih inklusif dan demokratis. Dengan 
memanfaatkan crowdsourcing, pemerintah dapat memanfaatkan kecerdasan kolektif warga 
mereka, yang mengarah pada hasil kebijakan yang lebih terinformasi dan representatif. 
Aktivitas dalam Sistem Crowdsourcing pada E-Government: 
1) Pengumpulan Umpan Balik Publik 

Pengumpulan umpan balik publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas 
layanan publik dengan memberikan wawasan tentang pengalaman pengguna, harapan, 
dan tingkat kepuasan. Umpan balik ini berfungsi sebagai mekanisme untuk akuntabilitas 
dan peningkatan, memungkinkan penyedia layanan untuk menyesuaikan penawaran 
mereka untuk memenuhi kebutuhan publik dengan lebih baik [24]. Sistem umpan balik 
merupakan bagian integral dari partisipasi warga negara, memungkinkan individu untuk 
mengekspresikan kepuasan atau ketidakpuasan mereka dengan layanan publik. 
Keterlibatan ini dapat menyebabkan perubahan dalam pemberian layanan ketika penyedia 
layanan responsif terhadap umpan balik yang diterima [27] 

2) Penyelesaian Masalah Pemerintah 
Pemecahan masalah pemerintah dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat dengan secara efektif mengatasi tantangan masyarakat melalui tata kelola 
strategis, kolaborasi dengan berbagai sektor, dan memanfaatkan teknologi. Kualitas hidup 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas ekonomi, jaminan sosial, dan kondisi 
lingkungan, yang dapat berdampak pemerintah melalui kebijakan dan inovasi. Dengan 
menjaga keseimbangan antara ukuran dan kualitas pemerintah, membina kemitraan publik-
swasta, dan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan 
yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek-aspek ini secara rinci Kualitas 
pemerintahan, yang ditentukan oleh efektivitas kebijakannya, memainkan peran penting 
dalam meningkatkan kualitas hidup. Tata kelola yang efektif menjamin stabilitas ekonomi 
dan jaminan sosial, yang penting untuk memperbaiki kondisi kehidupan [30]. 

3) Pengembangan Kebijakan dan Regulasi 
Pengembangan kebijakan dan regulasi merupakan bagian integral dari kinerja pemerintah, 
mempengaruhi berbagai sektor dan aspek tata kelola. Hubungan antara kebijakan dan 
kinerja beragam, melibatkan kerangka peraturan, pengukuran kinerja, dan dampak pada 
pasar dan lingkungan bisnis. Hubungan ini sangat penting untuk memahami bagaimana 
pemerintah dapat mengelola sumber daya secara efektif, memastikan kepatuhan, dan 
mendorong inovasi. Kebijakan publik dan tata kelola memainkan peran penting dalam 
membentuk kinerja inovasi. Dengan menyediakan pendanaan dan menciptakan lingkungan 
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peraturan yang mendukung, pemerintah dapat menumbuhkan ekosistem inovasi terbuka 
yang meningkatkan kinerja dan daya saing Perusahaan [31].  

 
4.3.2. Proses (Pertanyaan Penelitian 2) 

 Sistem crowdsourcing dalam e-government dapat secara signifikan meningkatkan 
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan kecerdasan kolektif 
warga negara, mendorong inklusivitas, dan meningkatkan kualitas tata kelola. Sistem ini 
memanfaatkan platform digital untuk melibatkan warga dalam berbagai tahap pengembangan 
kebijakan, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi. Dengan 
mengintegrasikan crowdsourcing ke dalam e-government, lembaga publik dapat menciptakan 
proses yang lebih transparan, efisien, dan demokratis. Bagian berikut mengeksplorasi 
bagaimana sistem crowdsourcing dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan 
keputusan e-government.  
1) Identifikasi Tujuan dan Kebutuhan 

Proses mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan dalam crowdsourcing melibatkan beberapa 
langkah kunci mendefinisikan konteks, menentukan target dan ruang lingkup pengguna, 
dan mengidentifikasi sumber data. Kerangka kerja ini menekankan pentingnya 
mengumpulkan data pengguna secara efektif, diikuti oleh pra-pemrosesan data, pemilihan 
fitur, dan klasifikasi. Dengan memetakan pengguna dan kebutuhan mereka secara 
sistematis, kerangka kerja membantu mengumpulkan informasi yang relevan, memastikan 
bahwa proses elicitasi selaras dengan tujuan spesifik dari inisiatif crowdsourcing [28]. 
Proses ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan analisis umpan balik 
pengguna, mengatasi keterbatasan alat pemrosesan bahasa alami yang ada. Sebuah studi 
validasi menunjukkan kelayakan dan efektivitas biaya menggunakan pekerja kerumunan 
untuk tujuan ini, menyoroti potensi mereka dalam identifikasi kebutuhan [32]. 

2) Penyaringan dan Penilaian Ide 
Penyaringan dan penilaian ide crowdsourcing dapat secara signifikan meningkatkan 
kualitas keputusan dalam proses E-Government dengan memanfaatkan kecerdasan 
kolektif, meningkatkan transparansi, dan mendorong inklusivitas. Dengan secara sistematis 
mengevaluasi dan menyaring beragam ide yang dihasilkan melalui crowdsourcing, 
pemerintah dapat memastikan bahwa hanya saran yang paling layak dan berdampak yang 
dipertimbangkan untuk pengembangan kebijakan. Proses ini tidak hanya meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan tetapi juga memperkuat keterlibatan demokrasi dengan 
menggabungkan perspektif yang beragam. Evaluasi ide-ide kreatif yang efektif 
membutuhkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap ide-ide baru dan keahlian 
dalam domain yang relevan. Evaluator harus bersedia mempertimbangkan ide-ide baru 
meskipun tidak pasti dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai nilai potensial 
mereka [27]. 

3) Pemberian Umpan Balik dan Diskusi 
Umpan balik dan diskusi memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi dalam 
platform crowdsourcing dengan mempengaruhi kualitas dan kuantitas kontribusi. Umpan 
balik dapat dikategorikan berdasarkan sumber, valensi, dan jenisnya, masing-masing 
memiliki efek berbeda pada motivasi dan kinerja peserta. Kehadiran umpan balik umumnya 
meningkatkan inovasi dan generasi ide, tetapi dampak spesifiknya bervariasi tergantung 
pada karakteristik umpan balik dan tingkat pengalaman peserta. Umpan balik dari para ahli 
cenderung lebih efektif dalam memotivasi individu untuk menghasilkan ide yang lebih baik 
dibandingkan dengan umpan balik rekan. Umpan balik negatif dari para ahli dapat 
mendorong inovasi, sementara umpan balik negatif dari rekan-rekan mungkin memiliki efek 
demotivasi. Umpan balik positif dari para ahli berkontribusi pada peningkatan ide, 
sedangkan umpan balik positif dari rekan-rekan tidak berdampak signifikan pada kualitas 
ide [22]. 

 
4.3.3. Teknologi (Pertanyaan Penelitian 3) 
 Menerapkan sistem crowdsourcing dalam e-government menawarkan banyak manfaat, 
termasuk peningkatan partisipasi warga negara, pengembangan kebijakan yang lebih baik, dan 
solusi hemat biaya. Namun, ini juga menghadirkan tantangan seperti masalah hukum dan etika, 
masalah privasi data, dan kebutuhan untuk desain proses yang efektif. Sistem ini dapat 
mengubah interaksi pemerintah-warga negara dengan memanfaatkan kecerdasan kolektif, 
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tetapi mereka membutuhkan perencanaan dan manajemen yang cermat untuk mengatasi 
hambatan potensial. Bagian berikut mengeksplorasi manfaat dan tantangan crowdsourcing 
dalam e-government. Teknologi yang digunakan dalam Crowdsourcing E-Government 
1) Artificial Intelligence (AI) 

Sistem crowdsourcing yang didukung AI, seperti Policy Synth, memungkinkan sintesis 
pengetahuan ahli dan kekuatan komputasi untuk menghasilkan solusi yang dapat 
ditindaklanjuti untuk tantangan sosial yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan 
pemecahan masalah yang lebih skalabel dan efektif dengan mengintegrasikan keahlian 
manusia dengan kemampuan AI [23]. Teknologi AI dapat meningkatkan keterlibatan warga 
dengan menyediakan layanan yang dipersonalisasi dan memfasilitasi proses pengambilan 
keputusan berbasis data, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi dalam 
pemerintahan [26]. Dengan menyalurkan kecerdasan kolektif warga dan ahli, sistem ini 
dapat menghasilkan solusi dan kebijakan berbasis bukti, meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan di sektor publik.  

2) Blockchain 
Sifat terdesentralisasi Blockchain memungkinkan verifikasi data multipihak, memastikan 
bahwa tidak ada entitas tunggal yang dapat memanipulasi informasi. Fitur ini sangat 
penting untuk menjaga akuntabilitas dalam sistem crowdsourcing, karena memastikan 
bahwa semua kontribusi dan laporan diverifikasi oleh beberapa pihak sebelum diterima 
[29]. Menerapkan model kepercayaan halus dalam kerangka blockchain dapat 
meningkatkan akuntabilitas dengan mengevaluasi reputasi dan kepercayaan peserta. 
Model ini memastikan bahwa hanya laporan dan kontribusi yang kredibel yang 
dipertimbangkan, sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan data crowdsourcing [29]. 
Sementara integrasi crowdsourcing dan blockchain dalam sistem e-government 
menawarkan manfaat yang signifikan, beberapa tantangan harus diatasi. Masalah non-
teknis seperti literasi digital, masalah privasi, dan kepatuhan terhadap peraturan adalah 
faktor penting yang dapat memengaruhi efektivitas sistem ini. Selain itu, kebutuhan akan 
infrastruktur teknologi yang kuat dan keterlibatan publik sangat penting untuk memastikan 
adopsi dan keberhasilan yang meluas [24]. 

3) E-Participation 
Dalam meningkatakan partisipasi publik, platform seperti e-partisipasi ditemukan untuk 
meningkatkan keterlibatan warga, transparansi kebijakan dan akuntabilitas, sehingga 
menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap tindakan dan keputusan 
pemerintah [25]. 

 
4.4. Analisis Gap 
 Berdasarkan hasil temuan literatur, kami mencoba mengidentifikasi dan 
mengelompokkan celah penelitian yang ada dalam studi crowdsourcing di e-government, 
khususnya dalam dimensi aktivitas, proses dan teknologi pada Tabel 4.  
 Berikut hasil identifikasi, dapat dilihat bahwa sebagian besar studi masih membahas 
aspek crowdsourcing secara sebagian atau parsial. Fokus utama studi umumnya berada pada 
aktivitas partisipasi warga, seperti pelaporan masalah atau pengumpulan ide. Sebagian kecil 
menyinggung proses tindak lanjut oleh pemerintah, dan hanya sedikit yang mengkaji 
infrastruktur teknologi yang digunakan. Padahal, berdasarkan analisis kami, ketiga aspek ini 
aktivitas, proses, dan teknologi merupakan elemen yang saling bergantung dan membentuk 
satu kesatuan sistem crowdsourcing. Pemisahan ketiganya hanya akan menghasilkan 
pemahaman yang parsial dan tidak representatif terhadap kompleksitas penerapan 
crowdsourcing dalam konteks e-government. 
 

Tabel 4 Analisis Gap 

Sumber 
Artikel 

Gap Kontribusi 

A4, A7, 
A10, A11 

• Berfokus pada aktivitas pengumpulan ide terbuka 
melalui teknologi blockchain tanpa mengaitkan dengan 
proses tindak lanjut (A4) 

• Berfokus pada aktivitas pengumpulan ide dan proses 
penyaringan ide tanpa adanya dukungan teknologi (A7) 

• Berfokus pada aktivitas penyelesain masalah publik, 

Mengintegrasikan 
proses-proses 
yang dilakukan 
pemerintah 
dengan aktivitas 
dan teknologi 
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Sumber 
Artikel 

Gap Kontribusi 

regulasi dan pengukuran kinerja, tanpa adanya proses 
penyaringan dan penilaian ide dan dukungan teknologi 
(A10, A11) 

A1, A2, 
A8, A12 

Berfokus pada proses pemberian umpan balik, penyaringan 
ide dan identifikasi kebutuhan tanpa mengaitkan dengan 
kebutuhan teknologi dan aktivitas yang dilakukan 

Menganalisis 
teknologi 
pendukung 
crowdsourcing 

A3, A5, 
A6, A9 

Berfokus pada teknologi dan aktivitas yang dilakukan tanpa 
mendetailkan proses-proses yang mendukung pengumpulan 
ide, penyaringan ide dan pemberian umpan balik 

Mengintegrasikan 
proses-proses 
yang dilakukan 
pemerintah 
dengan aktivitas 
dan teknologi 

 
4.5. Pembahasan 

Studi-studi terdahulu telah mengkaji crowdsourcing dalam berbagai konteks, seperti 
urban platform [13], komunitas informasi [14], hingga sektor penegakan hukum [16]. Sebagian 
besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) 
dengan variasi metodologis, seperti pendekatan PRISMA [12], [13], kualitatif enam tahap [14], 
hingga teknik text mining [15]. Namun, kecenderungan utama dari studi-studi tersebut adalah 
fokus yang masih terpisah-pisah antara aktivitas crowdsourcing, proses pelibatan partisipasi, 
dan dukungan teknologinya. 

Sebagai penguatan terhadap studi-studi tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi 
berupa pengintegrasian aspek aktivitas, proses, dan teknologi ke dalam satu kerangka analisis 
sistem crowdsourcing dalam e-government. Dengan pendekatan tematik dalam SLR, studi ini 
menyatukan berbagai potongan temuan terdahulu dan mengklasifikasikannya dalam satu 
sistem terpadu. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini tidak hanya mereplikasi temuan 
sebelumnya, tetapi juga menyumbang pada penyatuan literatur dan penguatan konseptual 
dalam kajian crowdsourcing sektor publik. 
  
5. Simpulan 
 Kajian ini menunjukkan bahwa crowdsourcing merupakan pendekatan strategis yang 
semakin relevan dalam penguatan tata kelola e-government, terutama di era digital yang 
menuntut keterlibatan publik yang lebih luas, terbuka, dan kolaboratif. Crowdsourcing membuka 
peluang bagi pemerintah untuk mengakses pengetahuan kolektif masyarakat, menjadikan 
warga negara tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses 
pemerintahan yang partisipatif dan demokratis. 

Terdapat tiga komponen utama yang menjadi fondasi sistem crowdsourcing dalam 
konteks e-government. Pertama, aktivitas partisipatif warga, yang mencakup kontribusi ide, 
pelaporan masalah, dan pemberian umpan balik secara sukarela, memungkinkan pemerintah 
memperoleh informasi yang real-time dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Kedua, 
proses pengelolaan ide dan masukan, yang menekankan pentingnya mekanisme seleksi, 
kurasi, dan integrasi masukan warga ke dalam proses pengambilan keputusan, sehingga ide-
ide yang masuk dapat ditindaklanjuti secara efektif. Ketiga, dukungan teknologi digital, seperti 
Artificial Intelligence (AI) dan Blockchain, yang berperan besar dalam meningkatkan efisiensi 
pengolahan data, menjamin keamanan dan transparansi proses, serta mempercepat waktu 
respons pemerintah terhadap kebutuhan publik. 

Dalam implementasinya, crowdsourcing dalam e-government tidak hanya berfungsi 
sebagai sarana pengumpulan data atau pendapat semata, tetapi juga sebagai platform dialog 
dua arah yang interaktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan warga negara. Melalui 
platform ini, masyarakat dapat turut serta dalam proses formulasi kebijakan, perencanaan 
program, hingga pemantauan dan evaluasi layanan publik. Hal ini menciptakan suatu ekosistem 
tata kelola yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif. Namun, efektivitas crowdsourcing sangat 
bergantung pada beberapa faktor kunci. Desain sistem yang terstruktur dan inklusif menjadi 
prasyarat utama agar partisipasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berkontribusi 
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terhadap perubahan kebijakan yang nyata. Selain itu, dukungan kebijakan yang mendorong 
keterbukaan pemerintah (open government), infrastruktur teknologi yang memadai, serta 
kapasitas sumber daya manusia di sektor publik untuk mengelola partisipasi digital juga sangat 
menentukan keberhasilan penerapan crowdsourcing. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ke depan direkomendasikan untuk: 
mengembangkan model konseptual atau kerangka kerja operasional crowdsourcing dalam e-
government, yang aman dan adaptif terhadap konteks lokal, mengeksplorasi integrasi teknologi 
baru seperti machine learning, smart contracts, atau sistem reputasi dalam arsitektur 
crowdsourcing, dan melakukan studi empirik yang mengukur dampak langsung crowdsourcing 
terhadap kualitas kebijakan dan kepercayaan publik. 
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